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Abstract

The consequencesofaltering the 1945 constitution is that the possibility of opposition to
the principle of supremacy adhered to by the government of Indonesia has been
stren0hered. The 1945constitution nowadheres to theprinciple ofdivision ofpower, that
is distributed between legislative, executive andjudicial apheres. This systemgivesprior
ity to a relationship of checks and balances between each sphere. Based on these con
cepts, a new institution has been established, the constitutional court which has four
spheres of outhority and one obligation. However, its primary function is the evalution of
theconstitutionaly ofacts oflaw. Inotherwords. Itis recognized as a courtofLaw as Well
as functioning as a CourtofJustice.

Pendahuluan

Pada pokoknya, pembentukan mekanisme untuk memutus sengketa
Mahkamah Konstitusi (MK) perlu dilakukan kewenangan yang mungkin terjadi antar
karena bangsa kita melakukan perubahan iembaga-iembaga yang mempunyai
mendasar atas UUD 1945.^ Dalam rangka kedudukan yang satu sama iain bersifat
Perubahan Pertama sampai Perubahan sederajat, yang kewenangannya ditentukan
Keempat UUD 1945, bangsa kita telah daiam UUD, (b) perlu dilembagakan adanya
mengadopsikan prinsip-prinsip baru dalam sistem peranan hukum dan hakim yang dapat
ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip mengontrol proses dan produk keputusan-
pemisahan kekuasaan dan 'checks andb^ances' keputusan poiltik yang hanya mendasarkan diri
sebagai penggganti sistem supremasi parlemen pada prinsip the rule ofmajority? Karena itu,
yang beriaku sebelumnya. Sebagai akibat fungsi-fungsi judicial review atas konstitusionalitas
perubahan tersebut, maka (a) perlu diadakan undang-undang dan proses pengujian hukum atas

' Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat
Jenderal MPR-Rl, 2002, juga Jimiy Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945, Jakarta: PSHTN-FHUi, 2002.

2Dalam pengertlan iniiah muncul doktrin 'demokrasi berdasaratashukum' atau'constitutionaldemocracy'
yang berimbangan dengan doktrin negara hukum yang demokratis atau'democratische rechtsstaat'. Lihat juga
Dennis C.Mueller, ConstitutionalDemocracy, (Oxford University Press, 1996). Bacajuga Mauro Cappeiletti,
TheJudicialProcessinComparative Perspective, (Oxford: Clarendon Press, 1989).
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tuntutan pemberhentian terhadap Presiden
dan/atau Wakil Presiden dikaitkan dengan
fungsi MK. Di samping itu, (c) juga diperlukan
adanya mekanisme untuk memutuskan
berbagai persengketaan yang timbul yang
tidak dapat diselesaikan malalui proses
-peradilan yang biasa, seperti sengketa hasil
pemilu dan tuntutan pembubaran sesuatu
partai politik- Perkara-perakara semacam in!
berkaitan erat dengan hak dan kebebasan
para warganegara daiam dinamika sistem
politik demokratis yang dijamin oleh UUD.
Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian
sengketa atas hasll pemilihan umum dan
pembubaran partai politik juga dikaitkan
dengan kewenangan MK.

Oleh sebab itu, UUD 1945 menentukan
bahwa MK mempunyai 4 kewenangan
konstitusional {constitutionally entrustedpowers)
dan satu kewajiban konstitusional (constitutional
obligation). Keempat kewenangan itu^ adalah:
(1) menguji undang-undang (UU) terhadap
UUD, (2) memutuskan sengketa kewenangan
antar lembaga yang kewenangannya diberikan
oleh UUD, (2) memutuskan sengketa hasil
pemilihan umum, dan (4) memutuskan
pembubaran partai politik. Sedangkan
kewajibannya adalah memutus pendapat

DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden

telah bersalah melakukan pelanggaran hukum
ataupun tidak lagi memenuhi persyaratan
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
seperti yang dimaksud dalam UUD 1945/

Tanpa harus mengecilkan arti
kewenangan lainnya dan apalagi tidak cukup
ruang untuk membahasnya dalam makalah
singkat Ini, dari keempat kewenangan
ditambah satu kewajiban tersebut, yang dapat
dikatakan paling banyak mendapat sorotan di
dunia ilmu pengetahuan adalah pengujian
atas konstitusionalitas UU. Sejarah pengujian
(judicial revieW) dapat dikatakan dimulai sejak
kasus Marbury versus Madison ketika
Mahkamah Agung Amerika Serikat dipimpin
oleh John Marshall pada tahun 1803.® Sejak
itu, ide pengujian UU menjadi popular dan
secara luas didiskusikan dimana-mana.® Ide

ini juga mempengaruhi sehingga the fouding
fathers' Indonesia dalam Sidang BPUPKI
tanggal 15 Juli 1945 mendikusikannya secara
mendalam. Adalah Muhammad Yamin yang
pertama sekali mengusulkan agar MA diberi
kewenangan untuk "... membanding undang-
undang...", demiklan istilah Muhammad
Yakim ketika Itu.^ Akan tetapi, IdeIni ditolak oleh
Soepomo karena dinilai tidak sesuai dengan

2Keempat kewenangan ini diatur dalam Pasal24Cayat (1) UUD 1945, dibawah judul BabIX tentang
Kekuasaan Kehaklman, sedangkan ketentuan mengenal kewajiban memutus pendapat DPR dalam rangka
tuntutan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal78 ayat(4), yang merupakan
bagian dariBabIII dibawah judul Kekuasaan Pemerintahan Negara.

^Lihat Pasal 7Bayat (4)UUD 1945.
®Untuk uraian lengkap mengenal kasusini lihat Geoffrey R.Stone, et.al.. ConstitutionalLaw, 2^ edition,

(Boston-Toronto-London: Little, Brown and Co., 1991), hal. 21-44. Lihat juga Robert H. Borck, The Tempting
ofAmerica: ThePolitical Seduction oftheLaw, (London: TheFreePress, Macmillan, 1990), hal. 20-28.

®Bacajugaperdebatan tentang pandangan John Marshall Itu dalam John Hart Ely, Democracy and
Distrust, (Harvard University Press, 1980), hal. 186, ft. 11.

' Republik Indonesia, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI26 Mel 1945 - 22Agustus 1945, Sekretariat
Negara Rl, Jakarta, 1995, hai.295, Muhammad Yamin mengusulkan agar"Mahkamah Agung melakukan
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paradigma yangtelahdisepekati dalam rangka
penyusunan UUD 1945, yaitu bahwa UUD
Indonesia itu menganut sistem supremasi
MPR dan tidak menganut ajaran Idas politica'
Montesquieu, sehingga tidak memungkinkan
ide pengujian UU dapat diadopsikan ke dalam
UUD 1945.8

Namun, sekarang, setelah.UUD 1945
mengalami perubahan 4 kali, paradigma
pemikiran yang terkandung di dalamnya jelas
sudah berubah secara mendasar. Sekarang,
UUD 1945 tidak lagi mengenal prinsip
supremasi parlemen seperti sebelumnya. Jika
sebelumnya MPR dianggap sebagai pelaku
kedaulatan rakyat sepenuhnya dan sebagai
penjeimaan seluruh rakyat yang mempunyai
kedudukan tertinggi dan dengan kekuasaan
yang tidak terbatas,^ maka sekarang - setelah
Perubahan Keempat UUD 1945 MPR itu
bukan lagi lembaga satu-satunya sebagai
pelaku kedaulatan rakyat.^" Karena Presiden
dan Wakil Presiden dipilih secara langsung
oleh rakyat, maka di samping MPR, DPR dan
DPD sebagai pelaku kedaulatan rakyat dl
bidang legislatif, kita harus pula memahami

kedudukan Presiden dan Wakil Presiden juga
sebagai pelaku kedaulatan rakyat di bidang
eksekutif dengan mendapatkan mandat
langsung dari rakyat melalui.pemilihan umum.
Di samping'itu, karena sejak Perubahan
Pertama sampai Keempat, telah terjadi proses
pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan
Presiden ke tangan DPR," maka mau tidak
mau kita harus memahami bahwa UUD 1945

sekarang menganut prinsip pemisahan
kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang
kekuasaan legislatif, eksekutif, dan judiktif
dengan mengandaikan adanya hubungan
'checks and balances' antara satu sama lain.

Oleh karena itu, semua argumen yang dipakai
oleh Soepomo untuk menolak ide pengujian
uhdang-undang seperti tergambar di atas,
dewasa ini, telah mengalami perubahan,
sehingga fungsi pengujian undang-undang itu
tidak dapat lagi dihindari dari penerapannya
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di
bawah UUD 1945.

Bahkan, seperti juga terjadi di semua
negara-negara lain yang sebelumnya
menganut sistem supremasi parlemen dan

kekuasaan'kehakiman dan membanding undang-undang supayasesuai dengan hukum adat, hukum
Islam (Syari'ah) dan dengan Undang-Undang Dasardan melakukan aturan pembatalan undang-undang,
pendapat Balal Agung disampalkan kepadaPresiden yangmengabarkan berita itu kepadaDewan Perwakilan
Rakyaf.Dalam perdebatan, ketiga norma pengukur itu ditegaskan lagi olehMuhammad Yamin, yaitu: "Undang-
Undang Dasar,atau hukum adat, atau syari'ah".

8M.,hal 303-306.
^Sifat MPR yang"tak terbatas" ini, seperti yangtercermin dalamPenjelasan UUD 1945sebelumPerubahan

Keempat, dapatdibandingkan dengansifat kekuasaan pemerintehan negarayangdikatakan "tidak takterbatas".
Kedudukan MPR itu sebelum diadakan perubahan adalahdalamkedudukan sebagaitempatPresidenbertunduk
dan bertanggungjawab.

Pasal1ayat(2) asliUUD 1945berbunyi: "Kedaulatan adalahditanganrakyat dandilakukan sepenuhnya
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Ketentuan ini, berdasarkan Perubahan Ketiga Tahun2001 diubah
menjadi: "Kedaulatan berada ditangan rakyatdan dilaksanakan menurutUndang-Undang Dasar".

" Bandingkan rumusanketentuanPasal 5 ayat (1) asli junctoPasal 20 ayat (1)asli UUD 1945dengan
rumusan ketentuan Pasal5 ayat (1) juncto Pasal20ayat (1) yangbaruhasil Perubahan PertamaTahun 1999.



kemudian berubah menjadi negara negara yang tidak membentuk lembaga yang
demokrasi, fungsi pengujian undang-undang tersendiri, melainkan menganggapnya cukup
ditambah fungsi-fungsi penting lainnya itu mengaitkan fungsi mahkamah ini sebagai
selalu dilembagakan ke dalam fungsi salah satu tambahan fungsi Mafikamafi
lembaga Mafikamah Konstitusi yang berdiri Agung yang sudafi ada. Amerika Serikat dan
sendiri di iuar organ Mahkamah Agung. semua negara yang dipengaruhinya
Kecenderungan seperti dapat dilihat di semua menganut pandangan seperti iniJ"* Akan
negara eks komunis yang sebeiumnya tetapi, sampai sekarang, di seiuruh dunia
menganut prinsip supremasi pariemen lalu terdapat 78 negara yang melembagakan
kemudian berubah menjadi demokrasi, seialu bentuk organ konstitusi ini sebagai lembaga
membentuk Mahkamah Konstitusi yang tersendiri di Iuar Mahkamah Agung. Negara
berdiri sendiri di iuar Mahkamah Agung.pertama yang tercatat mempeiopori
Tentu ada juga model-model keiembagaan pembentukan lembaga baru ini adaiah Australia
Mahkamah Konstitusi yang berbeda dari satu pada tahun 1920,'® dan terakhir adaiah Thailand
negara ke negara lain.'̂ Ada negara yang pada tahun 1998 untuk selanjutnya Indonesia
mengikuti model Venezuella dimana menjadi negara ke-78 yang membentuk
Mahkamah Konstitusinya berada daiam lembaga baru ini berdiri sendiri di iuar
iingkungan Mahkamah Agung, ada pula Mahkamah Agung.'® Namun di antara ke-78

Bandlngkan Konstitusi USSR dengan Konstitusi Rusia, Georgia, Lithuania, Azerbaiyan; Begitu juga
negara-negara seperti Hungaria, Ceko, Slovakia, Slovenia, danlain sebagainya.

Dalam buku Mahkamah Konstitusi: Kompilasi ketentuan UUD, UU dan Peraturan Mahkamah Konstitusi
di78Negara, sayagambarkan adanya6 kelompok model, yaitu model Austria/Jerman, model Perancis, model
Belgia, model Amerika Serikat, model Venezuella, dan model negara yang menganut prinsip supremasi pariemen.
Model yangterakhir ini tidak seialu terkait dengan ideoiogi komunisme yang menganut paham supremasi
pariemen secara struktural. Selain negara komunis, adapula negara yang menganut paham supremasi pariemen
secarasimbolik seperti Inggeris dan Belanda dengan doktrin 'Queen inParliament'a\aupur\ 'King in Parliament'
yang menyebabkan timbuinya pengertian bahwa undang-undang sebagai produk pariemen yang 'supreme' itu
tidak dapat diganggu-gugat oleh hakim. Karena itu, peninjauan terhadap undang-undang hanya boleh dilakukan
melaiui prosedur 'legislative review', danbukan melaiui 'judicialreview':Ten\ang sistem hukum Belanda llhat
JeroenChorus et.ai. Introduction toDutch Law, 3"" revised edition, the Hague-London-Boston: Kluwer Law
international, 1999. Tentang doktrin Ini dalam sistem hukum Inggeris bacaCatherine Elliott andFrances Quinn,
English Legal System, 4^^ edition, London: Longman, 2002.

Lihat The Influence oftheUS Constitution on Pacific Nations, Foundation for the21" Century, Kapaiua
Pacific Center, andtheAsia Foundation, September25-26,1987.

" Konstitusi Austria ini merupakan konstitusi pertama yang mengadopsikan iden pembentukan Mahkamah
Konstitusi ini dalam bentuknya seperti yang dikenai sekarang. Yang dapat disebut berjasa meietakkan dasar-
dasar pembentukan MK ini diAustria adaiah Professor Hans Keisen. Lihat Herbert Hausmaninger, The Austrian
Legal System, Vienna: Manzsche Verlags, 2003.

'® Republik lndonesia dapatdicatat sebagai negara pertama yang membentuk Mahkamah Konstitusi ini
pada abad ke-21. Ke-77 negara sebeium mendirikan Mahkamah Konstitusi ataupun Dewan Konstitusi pada
abad ke-20.
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negara itu, tidak semua menyebutnya
Mahkamah Konstitusi. '̂ Negara-negarayang
dipengaruhi oleh Perancis menyebutnya
Dewan Konstitusi {Counseil Constitutionnef}^^
atau Belgia yang menyebutnya Arbitrase
Konstituslonai {Constitutional Arbitragey^
Orang Perancis cenderung menyebutnya
demikian, karena lembaga ini tidak dianggap
sebagai pengadilan dalam art! yang lazim.
Karena itu, para anggotanya jugatidak disebut
hakim. Terlepas dari perbedaan ini, yang jelas
di ke-78 negara itu,^° Mahkamah Konstitusi itu
dilembagakan tersendiri di luar Mahkamah
Agung.

Mengapa keduanya dinilai perlu
dipisahkan? Karena pada hakikatnya,
keduanya memang berbeda. MA lebih
merupakan pengadilan keadilan (court ofjustice),
sedangkan MK lebih berkenaan dengan lembaga
pengadilan hukum (court oflavt/}. Memang tidak
dapat dibedakan seratus persen dan mutlak
sebagai 'court of justice' versus 'court of laW
usulan yang saya sendiri sering lontarkan
sebelumnya. Semula, formula yang saya
usulkan adalah seluruh kegiatan 'judicial review'
diserahkan kepada MK, sehingga MA dapat

berkonsentrasi menangani perkara-perkara
•yang diharapkan dapat mewujudkan rasa adil
bagi setiap warganegara.'Akan tetapi, nyatanya
DUD 1945 tetap memberikan kewenangan
pengujian terhadap peratufan di bawah UU
kepada MA. Di pihak lain, MK jugadiberi tugas
dan kewajiban memutus dan membuktikan
unsur kesalahan dan tanggungjawab pidana
Presiden dan/atau Wakil Presiden yang
menurut pendapat DPR telah melakukan
pelanggaran hukum menurut DUD. Dengan
kata lain, MA tetapdiberi kewenangan sebagai
'court of law' di samping fungsinya sebagai
'court of justice'. Sedangkan MK tetap diberi
tugas yang berkenaan dengan fungsinya
sebagai 'court of justice' di samping fungsi
utamanya sebagai 'court of law'. Artinya,
meskipun keduanya tidak dapat dibedakan
secara seratus persen antara 'courtoflaw'dan
'court of justice', tetapi pada hakikatnya
penekanan fungsi hakiki keduanya memang
berbeda satu sama lain. MA lebih merupakan
'court of justice' daripada 'court of law'.
Sedangkan MK lebih merupakan 'court of law!
daripada 'court of justice'. Keduanya sama-
sama merupakan pelaku kekuasaan

" Lihat Pengantar Jimly Asshiddiqie dalam Mahkamah Konstitusi: Ketentuan UUD, UU dan Peraturan
Mahkamah Konstitusi di78Negara, (Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, 2002).

JohnBell, French Constitutional System, (Oxford: The Clarendon Press,1992), hal. 270; dan Mauro
Cappelletti, Op.Clt., hal.156-157.

JimlyAsshiddiqie dan Mustafa Fakhry, Op.Cit., hal.4-5.
^ Ke-78 negara In! adalah: Afrika Selatan,Afrika Tengah, Albania, A|jazair, Andorra, Angola, Armenia,

Austria, Azerbalyan, Bahrain, Belgia, Belarusia, Belgia, Benin, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Burundi,
Cambodia, Chile, Colombia, Comoros, Congo, Coted'lvorie, Croatia, Cyprus, Czechs(Ceko), Djibouti, Ecua
dor, Gabon, Georgia, Guatemala, Hongaria, Indonesia, Italia, Jerman, Kazakhstan, Korea Selatan, Kuwait,
Kyrgyztan, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagascar, Mali, Malta, Maroko, Mauritania,
Mesir, Moldova, Mongolia, Mozambique, Nepal, Perancis, Peru, Polandia, Portugal, Romania, Russia, Rwanda,
Senegal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Syria, Tajikistan, Thailand, Togo, Tunisia,
Turki, Ukraina, Uzbekistan, Venezuella, danYugoslavia. Lihat JimlyAsshiddiqie danMustafa Fakhry, Op.Cit.



kehakiman menurut ketentuan Pasal 24 ayat
(2) UUD 1945^'. Demikianlah beberapa
catatan ringkas berkenaan dengan
Mahkamah Konstitusi itu dalam sistem

ketatanegaraan dan dalam sistem kekuasaan
kehakiman Republik Indonesia yang baru
berdasarkan UUD 1945 pasca Perubahan
Keempat.
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